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BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATIUURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR /2 TAHUN 2023

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pemszlang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nornor 13 Tahun
1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 59);
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pemalang (l.embaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PEMALANG.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dacrah adalel” Kabupaten Pemalang.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang yang
selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah vang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

3. Pimpinan DPXD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan
Ariggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

5. Tunjangan Perumahan adalah salah satu tunjangan
kesejahteraar. bagi Pimpinan dan Anggota DPRD karena
Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang belum menyediakan
rumah negara dan perlengkapannya.

Pasal 2

(1) Tunjangan Perumahan tidak diberikan kepada Ketua DPRD.
(2) Besarnya Tun angan Perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota

DPRD ditetapkan sebagai berikut :

a. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 22.471.000,00 (Dua puluh
dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) per
bulan per orang;

b. Anggota DPRD sebesar Rp 15.506.000,00 (Lima belas juta
lima ratus enarn ribu rupiah) per bulan per orang.

Pasal 3

(1) Tunjangan Perumathan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) terhitung mulai bulan Januari dan dibayarkan pada
bulan berikutnya.

(2) Bagi Penggant: Antar Waktu Anggota DPRD diberikan tunjangan
perumaharn kepada yang bersangkutan terhitung mulai bulan
berikutnya setelah pengucapan sumpah / janji.

Pasal 4

Segala biaya yang tirnbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan
Bupati ini dibebaakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 5

Pada saat Peraturen Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Pernalang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tunjangan
Perumahan Bagl Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Pemaleng Tahun 2022 Nomor 1), dicabut dan
dinyatakan tidak bzrlaku.
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Pasal 6
Peraturan Bupati 121 mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pemaleang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Maret 2023

Pit. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,
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MANSUR HIDAYAT
Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Maret 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DINAS TENAGA KER.A,
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MOH. SIDIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEFALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG
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